
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 1 

 

KPK Selidiki Pemberian Izin Tambang di Tanah Bumbu Kalsel 
 

 
Sumber gambar: 

https://nasional.okezone.com/read/2022/07/19/337/2632097/periksa-bos-perusahaan-swasta-kpk-

selidiki-pemberian-izin-tambang-di-tanah-bumbu-kalsel 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan 

penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, 

Kalimantan Selatan yang menjerat Keta Umum HIPMI Mardani H. Maming. 

Tim penyidik menjadwalkan memeriksa tiga petinggi perusahaan, yakni 

Komisaris Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN) Stefanus Wendiat, Direktur 

PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) tahun 2013 - 2020 Muhammad Aliansyah, dan Direktur 

PT Permata Abadi Raya (PAR) Tahun 2013 - 2020 Wawan Surya. 

Saksi lainnya adalah Direktur PT Permata Abadi Raya (PAR) Tahun 2013 hingga 

2020, Wawan Surya dan pihak swasta Jimmy Budhijanto. Ketiganya dicecar penyidik 

soal pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu serta afiliasi antara perusahaan 

mereka dengan pihak yang terjerat dalam perkara ini. 

"Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain masih terkait pemberian izin 

usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," kata Plt Juru 

Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (19/7/2022). 

"Selain itu, didalami juga terkait dugaan adanya afiliasi dari pihak yang terkait 

perkara ini dengan beberapa perusahaan pertambangan dimaksud," tuturnya. 
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Sementara itu, terdapat satu saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan 

KPK dengan alasan sedang isolasi mandiri. Adalah Komisaris Utamanya PT Prolindo 

Cipta Nusantara (PT PCN), Stefanus Wendiat. KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan 

terhadap Stefanus Wendiat. 

"Stefanus Wendiat (Komisaris Utama PT Prolindo Cipta Nusantara sejak 2015 – 

sekarang), tidak hadir dan informasi yang kami terima sedang menjalani isolasi mandiri. 

Penjadwalan ulang akan kembali dilakukan untuk yang bersangkutan," tutur Ali. 

Sekadar informasi, KPK sedang mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi 

terkait pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK 

telah menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming sebagai tersangka. 

Penetapan tersangka tersebut sejalan dengan pencegahan Maming untuk 

bepergian ke luar negeri. Maming dicegah untuk bepergian ke luar negeri bersama 

adiknya, Rois Sunandar, selama enam bulan ke depan terhitung sejak Juni 2022. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mardani Maming diduga pernah 

menerima suap dan gratifikasi terkait izin tambang di Tanah Bumbu. Ketum BPP HIPMI 

tersebut diketahui juga sudah pernah diperiksa KPK pada Kamis, 2 Juni 2022. 

 Usai diperiksa, Maming mengaku dimintai keterangan oleh KPK soal 

permasalahannya dengan Pemilik PT Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji 

Isam. Permasalahannya tersebut diduga berkaitan dengan perizinan tambang di Tanah 

Bumbu. 

KPK masih enggan membeberkan secara terang benderang siapa saja pihak-pihak 

yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi 

pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu. KPK akan mengumumkan para 

tersangka kasus ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. 

"KPK akan menyampaikan pada publik mengenai pihak-pihak mana saja yang 

kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, kronologi uraian perkara hingga pasal apa saja 

yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan telah dilakukan upaya paksa penangkapan 

maupun penahanan," tutur Ali. 

 

Sumber berita: 

1. https://nasional.okezone.com/read/2022/07/19/337/2632097/periksa-bos-

perusahaan-swasta-kpk-selidiki-pemberian-izin-tambang-di-tanah-bumbu-kalsel, 19 

Juli 2022.  

2. https://m.liputan6.com/news/read/5016820/kpk-periksa-3-petinggi-perusahaan-

dalami-kasus-yang-menjerat-mardani-maming, 18 Juli 2022. 
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Catatan: 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 

dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap 

pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi 

Produksi atau IUPK Operasi Produksi.1 IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan.2 Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 

di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah 

izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang 

diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan 

operasi produksi. 3 

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin 

usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.4 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.5 Jaminan 

Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau 

Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan 

Reklamasi.6 

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan 

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.7 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1) 
2 Ibid, Pasal 1 ayat (7) 
3 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9 
4 Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13 
5 Ibid, Pasal 100 Ayat 1 
6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13 
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 
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Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK 

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi 

wajib:8 

a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan 

Hidup; 

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan 

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan 

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan 

peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:9 

a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi; 

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis 

dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian 

Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pasal 2 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan 

data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan 

pihak lain. 

                                                           
8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1 
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah 
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)  
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(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama. 

 

Pasal 4 

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau 

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan 

batubara; 

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta 

lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga 

atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan 

permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; 

 jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal 

pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak 

melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan 

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha 

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara. 

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau 

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal 

peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran 

harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak 

mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha 
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Pertambangan atau lzin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan 

kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha 

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan 

logam, batuan dan batubara. 

 

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 12 B 

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian 

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima 

gratifikasi; 

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian 

bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

 


